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Selasa, 14 Agustus 2018

BANDUNG (PR)
Capalan pendapatan Pemermtah

Kota Bandung per 10 Agustus 2018 -
ada pada kisaran Rp 1,1 triliun atau -
" Rp 200 miliar lebih banyak dari
pencapalan periode yang sama tahun

sebelumnya Belum. optlmalnya

pengelolaan pajak reklame masih
menjadu salah satu, permasalahan _

Kepala Badan Pehgelolaan Penda-

- patan Daerah (BPPD) Kota Bandung -

- Ema Sumarna menyatakan, seluruh
mata pajak menunJukkan pencapaian
'vang sésuai atau bahkan melampaui
-target setiap bulannya. PaJak reklame
menjadi pengecualian.
Pemkot Bandung tahun ini menar-
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getkan pencapaian pajak Rp 2,6 triliun.
Ema mengaku optimistis blsa meme-
nuhi target tersebut meskipun ia juga:
mengakui setelah September 2018,

perjuangan petugas bakal lebih berat '
Salah satu penyebabnya adalah jatith

tempo Pajak Bumi ‘dan Bangundn -

(PBB) pada akhir Agustiis 2018.

Per 10 Agustus 2018, Pemkot Ban-
dung baru memperoleh PBB sebesar
Rp 299 miliar dari tdtal target Rp.700,

. miliar. Ema berharap warga bisa lebili .

disiplin membayarkan paJak pada dua
pekan terakhir Agustus ini,

"Kami berharap banyak uang pajak
masuk menjelang jatuh tempo PBB
akhir Agustus ini. Yang harus kami

-pikirkan adalah setelah Agustus nanti.

Pemasukan “bakal égak seret, bisa
mengganggu pencapaian target, tetapi
kami pastikan petugas bakal terus be-
kerja keras,” tutur Ema, Senin '
(13/8/2018) siang. .

‘_ ' “Terkait dengan pajak reklame, Eina
i menyebut adanya kenaikan pencapa-
*“ian pajak dibandingkan dengan peri-

ode sebelumnya. Per 10 Agustus 2018,
pendapatan masuk sebesar Rp 5,5 mi-
liar, Salah satu faktor penyebab ke-
"naikan adalah penerapan aturan baru
beripa pemungutan pajak terhadap
titik-titik rellame ilegal.
‘Meskipun pendapatan mengalami
kenaikan, Ema merigakui masih dibu-

tuhkan banyak inovasi dan ketegasan -

aturan terkait dengan pengelolaan
reklame. Salah satu gagasan yang su-
dah ia lemparkan sejak lama adalah
penerapan pajak berdasarkan jumlah
materi reklame, bukan dipukul rata bi-
aya selama satu tahun masa tayang,

Anggota Komisi B DPRD Kota Ban-
‘dung Aan Andi’ Purhama ‘menya-
yangkan berlarutnya permasalahan
-dalam pengelolaan reklame. Padahal,
semua peraturan yang d1butuhkan

Pemkot Bandung untuk memulai kebi-
jakan baru sudah tersedia.
"Perubahan bisa terjadi tergantung
dari niat Pemkot Bandung. Saya harus
jujur mengatakan niat pemkot sejauh
ini masih lemah. Saya memper-
tanyakan keseriusannya mengelola
reklame,” tutur Aan. :
. Menurut Aan, ketidaksungguhan
pemkot mengelola reklame tecermin
dari pengurusan izin di lapangan. Para
periilik reklame ilegal, yang mendapat
sokongan ormas, bisa membuat pem-
kot takut mengeksekusi aturan baru.
Namun, izin reklame baru yang sudah
diajukan sesuai aturan, tertahan.
”Pemkot harus menindak tegas re-
Klame ilegal, seperti yang sering dijan-
jikan pe)abatnya Karena, fakta di la-

" pangan, justrii sébaliknya. Reklame ile-

gal membuat pemkot ragu-ragu

- mengeksekusi aturan baru,” ujar Aan.
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